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&~' ,,,~GIAG~~ 
!(,f ~ "'1~ ~~ 

diberitahukan kepada Pemohon KonvensifTergugat Rekonvensi Jebag~~S i 
Terbanding pada tanggal 11 September 2015; ~/ \_UJ, : · 

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengcifi~~;..-­ 

Memori Banding tertanggal 28 September 2015 yang diterimakan kepada 

Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 29 September 2015, 

selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan 

salinannya kepada Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2015; 

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0105/Pdt.G2015/PA 

Pare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 07 

Oktober 2015, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding. 

Bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara 

Banding, masing-masing Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 23 

September 2015, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan 

oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk membaca dan memeriksa 

berkas perkara (inzage) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar 
Bahwa sesuai dengan Serita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara 

Banding Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare, tanggal 29 September 2015, 

Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang 

diajukan banding. 
Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 

0105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 07 Oktober 2015, Terbanding tidak datang 
untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding. 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan 

Nomor Register 100/Pdt.G/2015/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada 
Pembanding dan Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan Surat 

Nornor: W20-A/1762/HK.05/X/2015. 
PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang 
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/} .l'~'"\'i,1~, :. ' 
. 1f114\ 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaK~ niak; C/ £ . 
permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima. , (a \~,/J ,0 / 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksaru~~~,,/ 

berkas perkara yang terdiri dari Serita Acara Sidang, surat-surat bukti dan 

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan 

saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 

0105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding memberikan 

pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat di dalam Surat 

Permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2015, Alvianty Ulva binti M. Alyas 

Talila yang didudukkan sebagai Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Sipil, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 4~ Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan Dan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus terlebih dahulu 

memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang. 

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 pada dasarnya dimaksudkan untuk peningkatan dan penegakan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan termasuk rangkaian hukum acara, namun 

demikian apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tersebut di atas tidak akan dapat dilaksanakan apabila 

pengadilan yang memeriksa perkara a quo, tidak memberikan kesempatan 

kepada Termohon dalam tenggang waktu yang cukup untuk itu. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam 

persidangan, majelis hakim tingkat pertama tidak pernah memerintahkan dan 

memberi kesempatan kepada Termohon untuk memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-perundangan sebagaimana tersebut di atas. 

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama belum 
pernah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Termohon dalam 

upaya untuk memperoleh surat keterangan untuk bercerai dari pejabat yang 
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Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks. 

MENGADILI 
Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat 

diterima. 
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Parepare untuk membuka kembali 

, persidangan perkara ini, dengan memanggil kedua belah pihak yang 

berperkara, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana 

dimaksud putusan sela ini. 
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Parepare agar setelah selesai 

melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, segera mengirimkan 

atas maka majelis hakim tingkat banding memerintahkan kepada majelis hakim 

tingkat pertama agar rnengadakan sidang tambahan dan selanjutnya segera 

mengirim Serita Acara Sidang tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar. 
Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dan 

siapa yang dibebani untuk membayar biaya perkara akan diperhitungkan dan 

dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan akhir. 
Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan perkara ini. 

/"~-:.w.~ 

;;§(~('1' ~G~~~' 
'f..1 ~b ... 
I Q ,, ':=:::' ,, ':.' , 

' ~ I/ r ~ 'r lr (; I ~~'f~I sr 
berwenang, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahvy~ rnajel~... .~ 

hakim tingkat pertama perlu mengadakan sidang tambah~n ) ,un~G' g 
memerintahkan Termohon agar berupaya memperoleh surat keterangaah 

dimaksud. 

Menimbang, bahwa untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana 

tersebut di atas Termohon perlu diberi kesempatan dalam tenggang waktu yang 

dipandang cukup namun demikian harus pula dibatasi, dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, majelis 

hakim tingkat banding berpendapat jangka waktu yang dipandang cukup paling 

lama adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Termohon diperintahkan oleh majelis 

hakim tingkat pertama untuk itu. 
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di 

' 
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Ors. Abd. Razak 

ttd. 

Panitera Pengganti, Ors. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. 

ttd. 

Ors. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Ors. H. Rusjdy A. Said, M.H. 

Hakim Anggota, 

ttd. ttd. 

Sarita Acara Sidang dan berkas perkara yang bersangkutan ke 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan 

akhir. 

Oemikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumah tanggal 06 November 

2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1437 Hijriyah oleh 

Ors. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. H. Rusjdy 

A. Said, M.H. dan Ors. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing 

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2015 dengan dibantu 

oleh Ors. Abd. Razak, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

' t 
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